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ABSTRACT 

 
This paper aims to explain the difference perspective atfarmers and agribusiness companies about the contract farming 

partnership scheme. An illustration of the phenomenon that occurs in the countryside that there are many farmers who 

do not know about Contract Farming and the benefit. Farmers always have an orientation to obtain certainty from their 

farming (price, market, profit) so that Contract Farming must be able to answer this problem with facts data that 

support positive benefits from the existence of Contract Farming. On the other hand that the positive benefits should be 

enjoyed by the agribusiness company as a business partner so that sustainable partnership can be realized. So it is 

important to discuss how the perspective of this partnership for farm household and agribusiness companies. A review 

of literature and scientific articles is presented to discuss case examples in rural areas. The results suggest:1) Farmers 

consider several things: market certainty, capital, employment, risk management, technology and information, 2) 

Agribusiness companies consider rights and obligations in partnership with farmers, 3) vertical consolidation is 

sufficiently ideal for farmers and agribusiness companies. 
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PENDAHULUAN 

Contract Farming, secara umum merupakan 

penetapan aturan yang mengikat antara dua pihak 

yang terdiri dari perusahaan pertanian (Contractor) 

dengan petani secara perorangan (Catello dan 

Costales, 2011). Rancangan institusi yang 

mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas akses 

pasar, bersama dalam memasarkan input dan 

output secara kolektif, yang didukung oleh 

pemerintah dan swasta (Jabbar et al., 2007).  

Sistem pertanian kontrak (Contract 

Farming) merupakan satu mekanisme 

kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi 

tawar-menawar petani, peternak dan nelayan 

dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau 

pun tidak langsung dengan badan usaha yang 

secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, 

petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih 

dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang 

bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini 

tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan 

petani, peternak dan nelayan kecil yang ikut dalam 

kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda 

(multiplier effects) bagi perekonomian di pedesaan 

maupun perekonomian dalam skala yang lebih 

luas. (Daryanto, 2007). 

Mengingat sampai saat ini kondisi pertanian 

Indonesia tetap didominasi oleh pertanian rakyat, 

untuk dapat berdampingan dengan perusahaan 

besar petani perlu dibina terutama dalam 

penguasaan teknologi dan akses terhadap sumber 

permodalan, sehingga dapat hidup berdampingan 

melalui pemilikan saham secara bersama. Dalam 

kondisi demikian kesenjangan sosial dapat 

diperkecil, ini berarti masing-masing subsistem 

agribisnis dapat berkembang saling 

menguntungkan dan saling membutuhkan secara 

adil, jauh dari eksploitasi yang kuat terhadap yang 

lemah. Sebagian pelaku agribisnis adalah petani di 

pedesaan dan hampir semuanya merupakan 

kegiatan usaha tani yang dikelola dengan pola 

usaha keluarga. Kemitraan usaha yang menonjol di 

tingkat desa adalah kemitraan horizontal, antara 

lain berupa kerja sama kelompok tani, sedangkan 
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hubungan buruh-majikan, atau berupa bapak-anak 

angkat. 

Pola keorganisasian kemitraan yang ada 

dewasa ini, yaitu program pemerintah (inti-

plasma), tradisional (patront client) dan pasar 

masih menempatkan petani pada posisi yang 

tereksploitasi secara sangat tidak adil. Pola 

pemerintah menunjukkan terlalu dominannya 

intervensi pemerintah dan pada umumnya 

menempatkan plasma pada posisi yang lemah. Pola 

tradisional sulit menumbuhkan semangat dan 

kreativitas serta mengembangkan diri, sedangkan 

pola pasar menyebabkan besarnya ketergantungan 

petani terhadap usahawan dan dapat menimbulkan 

konglomerasi. Bagi pengembangan agribisnis 

“kecil” masalah yang sering dihadapi terutama 

adalah ketidakseimbangan posisi tawar 

(bargaining position) dan adanya intransparansi 

bisnis. Oleh sebab itu peran pemerintah selain 

sebagai regulator dan pemberi insentif, juga perlu 

diarahkan untuk membantu pengembangan 

kegiatan kemitraan usaha agribisnis kecil. 

Dengan demikian, maka pola kemitraan 

haruslah didasarkan pada kesadaran semua pihak 

bahwa mereka saling membutuhkan dan hanya 

dapat tumbuh bersama sehingga harus bermitra 

dengan prinsip transparan, adil, patuh aturan 

kesepakatan dan terpercaya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka perlu untuk melihat perbedaan 

perspektif terhadap Contract Farming dari sisi 

petani maupun perusahaan agribisnis sehingga 

tercipta kerjasama berkelanjutan yang cukup ideal. 

 

 

SEBUAH TINJAUAN LITERATUR 

Menurut Eaton dan Shepherd (2001) dalam 

bukunya Contract Farming: Partnership for 

Growth, Contract Farming dapat dibagi menjadi 

lima model. 

1. Centralized model, yaitu model yang 

terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor 

membeli produk dari para petani dan kemudian 

memprosesnya atau mengemasnya dan 

memasarkan produknya. 

2. Nucleus estate model, yaitu variasi dari model 

terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari 

proyek juga memiliki dan mengatur tanah 

perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik 

pengolahan. 

3. Multipartite model, yaitu biasanya melibatkan 

badan hukum dan perusahaan swasta yang 

secara bersama berpartisipasi bersama para 

petani. 

4. Informal model, yaitu model yang biasanya 

diaplikasikan terhadap wiraswasta 

perseorangan atau perusahaan kecil yang 

biasanya membuat kontrak produksi informal 

yang mudah dengan para petani berdasarkan 

musiman. 

5. Intermediary model, yaitu model yang 

biasanya diaplikasikan terhadap usaha 

pemberdayaan masyarakat petani melalui 

mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non 

profit lainnya dalam mediasi dengan 

perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan 

dana, serta bimbingan dan penyuluhan. 

 

Keberadaan Contract Farming di Indonesia 

Dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 

210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha 

pertanian dikemukakan pola-pola kemitraan usaha 

antara lain: inti plasma, sub kontrak, dagang 

umum, keagenan, dan kerjasama operasional 

agribisnis (KOA). 

Terdapat banyak jenis kontrak / kemitraan 

umum digunakan petani dan agribisnis di 

Indonesia, terlihat pada Tabel 1. Karakteristik 

kemitraan tersebut tergantung pada beberapa hal 

yaitu, lembaga yang tersedia untuk mendukung 

produksi dan produk pasar, komoditas yang 

diproduksi, basis sumber daya dari produsen dan 

kapasitas perusahaan agribisnis. Secara umum di 

Indonesia terdapat lima jenis kemitraan: plasma 

inti, sub-kontrak, dagang umum, agen, dan kerja 

sama operasional (KSO).  

 Tipe kemitraan inti plasma yaitu hubungan 

kemitraan antara kelompok mitra dengan 

perusahaan mitra dimana kelompok mitra 

bertindak sebagai plasma inti. Perusahaan 

mitra membina kelompok mitra dalam hal a) 

penyediaan dan penyiapan lahan (kandang), b) 

pemberian saprodi (sapronak), c) pemberian 

bimbingan teknis manajemen usaha dan 

produksi, d) perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi, e) pembiayaan, dan f) 

bantuan lain seperti efisiensi dan produktifitas 

usaha. 
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 Tipe sub kontrak, yaitu hubungan kemitraan 

antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra 

dimana kelompok mitra memproduksi 

komponen yang diperlukan oleh perusahaan 

mitra sebagai bagian dari produksinya. 

 Tipe dagang umum, yaitu hubungan kemitraan 

antara kelompok mitra dengan perusahaan 

mitra, dimana kelompok mitra memasok 

kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan.  

 Pola kemitraan keagenan, dimana kelompok 

mitra diberi hak khusus untuk memasarkan 

barang dan jasa perusahaan mitra. Keunggulan 

pola ini adalah berupa keuntungan dari 

Tabel 1. Contract Farming di beberapa daerah Indonesia 

No. Daerah / Kegiatan / Komoditi 
1 Bali 

 Sejak tahun 1993 di Desa Bona Kabupaten Gianyar Bali, Contract Farming bersifat informal, Komoditi : 

Rockmelon / Belewa, Untuk disupply ke hotel, restaurant lokal dan ke Jakarta 

 Sejak tahun 2000 di Kabupaten Jembrana Bali, Contract Farming bersifat formal antara ketua Subak Palamerta 

dengan manajer PT Sang Hyang Sri, Komoditi : benih jagung varitas Bisma, Untuk disupply ke PT Sang Hyang 

Sri 

 Tahun 1994-1998 di Kabupaten Bangli Bali, Contract Farming bersifat formal antara anak perusahaan PT 

Indohorti Jahe Pratama dengan 145 petani kecil, Komoditi : Jahe muda, untuk ekspor ke Jepang 

 Tahun 1994 di Subak Pangyangan Kabupaten Jembrana, Contract Farming bersifat formal dengan terbentuknya 

UD.Cempaka Tani terdiri dari 68 petani kecil, komoditi hortikultura (semangka, timun, belewa, kacang), untuk 

pasar lokal dan area wisata 

 Tahun 2000 di Kabupaten Tabanan, Contract Farming bersifat formal dengan terbentuknya Sub Terminal 

Agribisnis beranggotakan lebih dari 100 petani, komoditi : hortikultura (selada, daun bawang, kentang, kembang 

kol, kubis Cina, wortel dan paprika (cabai), untuk pasar lokal dan luar daerah  

 Tahun 1997, Contract Farming bersifat formal antara PT Pertani dengan 13 kelompok Subak, Komoditi : benih 

padi 

 Tahun 1992 di Kabupaten Bangli, Badung dan Tabanan, Contract Farming bersifat formal antara PT Nusantara 

Unggas Jaya dengan terbentuknya Sub Terminal Agribisnis beranggotakan lebih dari 300 petani, Komoditi : 

ayam broiler, Untuk pasar lokal dan luar daerah  

2. Nusa Tenggara Barat 

 Tahun 1987 di Lombok, Contract Farming bersifat formal antara PT Djarum dengan 500 petani tembakau, 

Komoditi : tembakau, untuk kebutuhan pabrik  

 Tahun 1985 di Lombok Timur, Contract Farming formal antara PT Pertani dengan 1900 petani, komoditi : benih 

padi 

 Tahun 1989 – 1991, Contract Farming formal antara PT Phoenix Mas Persada dengan petani, komoditi : Mete 

dan rumput laut, untuk kebutuhan pabrik Cakranegara 

 Sumber : Patrick, I. 2004 

3. Sumatera Utara 

 Tahun 1996 di Desa Guru Singa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, Contract Farming bersifat formal antara 

PT Putra Agro Sejati dengan petani sayur di sekitar perusahaan juga dari Kabupaten sekitar yaitu Desa Guru 

Singa, Kuta Gadung, Lingga Julu dan Desa Ujujng Aji, komoditi : pengolahan sayur, untuk kebutuhan pabrik  

 Tahun 2005 di Kecamatan Silimakuta dan di Desa Purba Kecamatan Pematang Purba Kabupaten Simalungun, 

Contract Farming formal antara PT Vindia Agroindustri dengan petani, komoditi : pengolahan lobak dan ubi 

Jepang, untuk kebutuhan ekspor ke Jepang dan Korea  

 Sumber: Erfit. 2011 

4. Malang Jawa Timur 

 Tahun 1996 di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Contract Farming bersifat formal antara Pabrik Gula 

Kebon Agung dengan petani Tebu, Komoditi : pengolahan tebu, untuk kebutuhan pabrik gula 

 Sumber: Pangestuti dan Dessatria. 2013. 

5. Sumatera Barat 

 Tahun 1980 di Pasaman Barat, Contract Farming bersifat formal antara PIR Kelapa Sawit Pasaman Barat dengan 

BUMN PTP VI, Komoditi : kelapa sawit, untuk kebutuhan pabrik pengolahan sawit 

 Tahun 1980 di Lubuk Alung, Contract Farming bersifat formal antara Cabang PT Sang Hyang Sri dengan petani 

padi, Komoditi : penangkaran benih padi, untuk kebutuhan pabrik pengolahan sawit 

 Akhir Tahun 1970, Contract Farming bersifat formal berupa Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat 

Sumatera Barat (P3RSB) dengan Dinas Perkebunan, komoditi : karet, untuk kebutuhan pabrik pengolahan karet 

 Sumber: Martius, 2008 
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penjualan ditambah komisi yang diberikan 

oleh perusahaan mitra. 

 Pola kerjasama operasional, yaitu kelompok 

mitra menyediakan modal dan atau sarana 

untuk mengusahakan/budidaya. 

 

 

PEMBAHASAN 

a. Perspektif Rumah Tangga Petani : 

Pentingnya Contract Farming bagi 

Kesejahteraan Petani 

Petani adalah pelaku utama yang harus 

diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh 

untuk memberdayakan petani adalah membentuk 

kelembagaan berupa kelompok tani yang 

merupakan organisasi kerja sama. Kerjasama 

sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai 

permasalahan yang dihadapi yang pada dasarnya 

sangat sulit bila dihadapi secara individu. 

Keterkaitan dan kerja sama kelembagaan 

kelompok tani dengan pihak swasta/usahawan 

dapat terjalin secara baik bila terdapat saling 

ketergantungan dan kerjasama yang bersifat 

simetri serta saling menguntungkan. 

Beberapa alasan ditemukan dalam penelitian 

di China terkait tidak ikutnya petani dalam 

Contract Farming, yaitu dari 1036 petani, yang 

tidak ikut sejumlah 816 petani: lebih dari 50% 

petani tidak memiliki kesempatan untuk ikut, 20% 

petani tidak mengetahui manfaat secara jelas, 24% 

karena skala usaha yang kecil dan 2% karena 

proses yang terlalu rumit, sedangkan alasan yang 

memotivasi 220 petani mengikuti Contract 

Farming adalah akses pasar (56%), stabilitas harga 

(33%), dukungan kredit (7%) dan dukungan 

teknologi (3%) (Guo dan Jolly, 2009). 

Sedangkan penelitian di Negara berkembang 

menjelaskan bahwa bagi petani kecil, memasuki 

atau ikut dalam sistem kontrak sangat bermanfaat 

untuk mengurangi biaya transaksi, membuka akses 

pada pasar baru, meminjam modal, memperbaiki 

manajemen resiko, memperoleh informasi dan dan 

meningkatkan kesempatan kerja. 

Berikut ini beberapa aspek yang menjadi 

dasar perspektif petani terhadap keikutsertaan 

dalam Contract Farming, yaitu benefit yang 

dirasakan petani, bagaimana bentuk Contract 

Farming, apakah meningkatkan produktifitas dan 

pendapatan petani, kepastian permodalan 

usahatani, kepastian pasar produk, kebebasan 

memilih komoditi, bargaining power / posisi tawar 

petani, transfer teknologi, dan manajemen resiko 

(Eaton, 2001). 

b. Perspektif Perusahaan Agribisnis: Contract 

Farming yang berlanjut. 

Secara umum, perusahaan agribisnis (firm) 

lebih senang menggunakan pendekatan kontrak, 

yaitu bekerjasama sama dengan petani sebagai 

pemasok bahan baku, daripada menanam langsung 

di lahan. Dibandingkan apabila pihak perusahaan 

memperoleh komoditas dari pasar terbuka dan 

sumber lain, biaya transaksi yang dikeluarkan 

menjadi lebih murah. Keberlanjutan kontrak 

menjadi hal penting sebab kepastian pasokan 

bahan atau produk serta transaction cost yang 

efisien merupakan keuntungan bagi perusahaan. 

Faktor seleksi petani merupakan hal penting 

dalam keberhasilan pertanian kontrak. Beberapa 

indikator yang harus dipertimbangkan adalah 

pengalaman bertani, luas lahan yang dikuasai, 

kesuburan lahan (fertility of farms), dan 

pertimbangan-pertimbangn terkait dengan 

komunitas.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan agribisnis terlibat dalam contract 

farming berdasarkan beberapa penelitian adalah: 

• Tipe perusahaan 

• Karakteristik produk 

• Syarat kualitas produk 

• Pasar luar negeri 

• Fluktuasi harga 

Kegagalan kontrak biasanya disebabkan 

lemahnya tekanan formal ketika terjadi sesuatu di 

luar harapan. Petani kecil di negara berkembang 

umumnya tidak ingin lahannya dijadikan sebagai 

jaminan untuk kredit dan untuk jaminan berbagai 

kegagalan dalam pelaksanaan usaha agribisnis. 

Karena itulah, intinya adalah bagaimana 

memperkecil resiko kegagalan. Dari sisi 

pengusaha, bagaimana caranya agar petani tetap 

percaya dan mampu melanjutkan kontrak. 

Diharapkan petani kecil dapat melihat ini dan tetap 

mempercayai pihak pengusaha. Untuk itu, kontrak 

harus disusun dengan menjanjikan keuntungan 

yang cukup atraktif bagi petani. Bagi petani, 

sebagaimana pengalaman di Indonesia, mereka 

lebih memperhatikan aturan-aturan (the rule) yang 

disepakati daripada memperhatikan berbagai 

peluang untuk bertindak lain (the exception). 
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Tabel 2. Matrik Hasil Penelitian Terkait Contract Farming dan Perusahaan Agribisnis 
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c. Implikasi Kebijakan : Bentuk Kemitraan 

Contract Farming dengan konsolidasi 

vertikal sebagai bentuk ideal bagi petani 

dan perusahaan agribisnis  

Peran pemerintah melalui berbagai 

kebijakan dan program diharapkan dapat 

mendorong dan menciptakan iklim usaha yang 

kondusif dan menggairahkan petani/kelompok tani 

maupun pihak swasta/usahawan, sehingga 

agribisnis dapat berkembang. Dalam hal ini 

pemerintah bertindak sebagai fasilitator, regulator, 

motivator yang harus menserasikan hubungan 

antar pelaku agribisnis tersebut, sehingga para 

pelaku dapat berinteraksi secara proporsional dan 

tidak terjadi eksploitasi yang bersifat kontradiktif. 

Para pelaku usaha bisa meraih keuntungan yang 

seimbang. 

Pengintegrasian pertanian berkonotasi 

mewujudkan kemitraan (partnership) antara 

perusahaan pertanian dengan petani-petani kecil. 

Keduanya secara bersama, meskipun dengan peran 

masing-masing yang berbeda, dirancang untuk 

dapat mengendalikan keseluruhan rangkaian sistem 

agribisnis. Dari segi teoritis, kemitraan dianggap 

ideal dan akan cukup mampu memecahkan 
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masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku ekonomi 

rakyat, yaitu dalam pemasaran, permodalan dan 

teknologi (Martius, 2008) 

Integrasi secara vertikal diterangkan dalam 

teori ekonomi sebagai bentuk organisasi dimana 

satu perusahaan terdiri dari beberapa divisi, dengan 

sebagian divisi memproduksi bagian dan 

komponen yang digunakan divisi lain untuk 

menghasilkan produk jadi. Keunggulan terbesar 

dari integrasi vertikal ini adalah menghindari 

persoalan marginalisasi ganda yakni menghindari 

harga markup ganda (Pyndick dan Rubinfeld, 

2013). Jadi perusahaan agribisnis akan memainkan 

perannya demikian juga petani dalam contract 

farming sebagai pengendali keseluruhan system 

agribisnis. Apabila divisi hulu dan hilir merupakan 

bagian dari pengorganisasian/kelembagaan yang 

sama, maka akan lebih mudah menjamin bahwa 

bagian dari komponen produk yang dihasilkan 

akan disalurkan tepat waktu dan dibuat sesuai 

spesifikasi yang diinginkan divisi hilir. Dengan 

demikian harapan petani dan harapan perusahaan 

agribisnis untuk menjalin kontrak yang berlanjut 

dapat dicapai. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Petani melihat pentingnya kemitraan usaha 

dengan bentuk Contract Farming bagi 

kesejahteraan rumahtangga mereka dengan 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu 

kepastian pasar, modal, penyerapan tenaga 

kerja, manajemen resiko, teknologi dan 

informasi. 

2. Perusahaan Agribisnis memandang bahwa 

mengelola sekaligus membina kerjasama 

partnership dengan petani agar terjalin 

Contract Farming dengan memperhatikan hak 

dan kewajiban kedua belah pihak sesuai 

kesepakatan. 

3. Bentuk kemitraan dengan konsolidasi vertikal 

sudah cukup ideal bagi petani dan perusahaan 

agribisnis untuk mengendalikan rangkaian 

system agribisnis yang adil. 
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